SALINAN

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan sesuai perubahan

struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris
Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan berdasarkan hasil analisa jabatan dan
evaluasi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu
ditetapkan nilai dan kelas jabatan;

b. bahwa hasil dari evaluasi jabatan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan



Mengingat

1.

=

tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/2458/M.SM.01.00/2024 tanggal 3 Mei 2024
Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata
Komputer di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI,
Surat Nomor B/1069/M.SM.02.00/2024 tanggal 17
September 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas
Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Surat Nomor
B/1974/M.SM.02.00/2024 tanggal 31 Desember 2024
tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia tentang Penetapan Kelas Jabatan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 26);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 nomor 1047);

. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan



Menetapkan

»

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

Pasal 1
Penetapan kelas jabatan digunakan untuk penataan
kelembagaan dan kepegawaian di Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2
Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik



-5-

Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai
dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL,
REPUBLIK INDONESIA
Bire Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Ttd.

Endang Suryvastut, 5.H., M.5i.

TTD.

INDRA ISKANDAR




Permohonan

Dokumen / Lampiran

Dapat menghubungi:

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI,
Lantai 2, JI. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_pdih@dpr.go.id





